
PEMERIKSAAN TERSANGKA ADIB MAKARIM
Tersangka Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019 Adib Ma-
karim (kiri) berjalan menuju Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
di Jakarta, Selasa (1/11). Adib Makarim diperiksa sebagai tersangka terkait 
kasus dugaan suap uang ketok palu dari terpidana Bupati Tulungagung 
periode 2013-2018 Syahri Mulyo untuk memperlancar pengesahan dan 
pelaksanaan APBD dan APBD-Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 
2015.
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JAKARTA (IM) - Juru 
Bicara Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) M Kholid 
mengatakan, koalisi yang 
akan dibangun PKS ber-
sama  Partai Nasdem dan 
Partai Demokrat, masih 
perlu proses negosiasi. 

Negosiasi itu perlu di-
selesaikan lebih dulu se-
belum penentuan tanggal 
deklarasi koalisi. Pasalnya, 
Partai Nasdem mengusul-
kan deklarasi koalisi di-
lakukan bertepatan dengan 
peringatan Hari Pahlawan, 
10 November 2022. 

“Kami menghorma-
ti usulan Partai Nasdem 
terkait deklarasi koalisi 
mendatang. Namun, kami 
berpandangan bahwa pe-
kerjaan rumah di tim kecil 
PKS, Nasdem, dan De-
mokrat harus dituntaskan 
lebih dulu,” kata Kholid 
dalam keterangannya, Se-
lasa (1/11).

Menurut Kholid, masih 
ada tiga pekerjaan rumah 
yang mesti diperbincangkan 
calon mitra koalisi tersebut. 
Pertama, terkait platform 
perjuangan. Kedua, bentuk 
pemerintahan ke depan. 
Ketiga, strategi pemenan-
gan, termasuk pasangan 
calon (paslon) calon presi-
den (capres) dan wakil pre-
siden (cawapres).

Dari aspek cawapres, 
katanya, PKS masih men-
dorong mantan Gubernur 
Jawa Barat,  Ahmad Hery-
awan.

Menurutnya, Ahmad 
merupakan kader terbaik 
PKS yang tepat untuk 
mendampingi Anies Bas-
wedan sebagai capres yang 
diusung Partai Nasdem. 

“Ojo Kesusu” Namun, 
di sisi lain pihaknya meng-
hormati usulan Partai De-
mokrat yang mendorong 
Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) sebagai cawapres 
bakal koalisi. 

“Tentu kami akan mem-
bahasnya secara terbuka, ra-
sional, dan objektif  dengan 
mengedepankan rasa keber-
samaan, mengedepankan 
kepentingan bangsa di atas 
kepentingan partai politik,” 
ujar Kholid. 

Terakhir, Kholid mene-
gaskan hasil negosiasi tim 
kecil ketiga parpol bakal 
dilaporkan ke majelis syuro 
PKS. 

“Kami akan menunggu 
arahan dan keputusan fi nal 
terkait koalisi dan dukungan 
capres, dan cawapres terse-
but,” katanya. 

Diketahui, ketiga parpol 
tidak kunjung mencapai 
kesepakatan pembentukan 
koalisi. Meskipun, ketiganya 
mengaku telah menjalin 
komunikasi intensif  dan 
membentuk tim kecil untuk 
semakin mengerucutkan 
pembahasan kerja sama. 
Saat ini, bangun koalisi 
yang sudah terbangun un-
tuk menghadapi Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2024 
adalah Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB) yang berisi 
Partai Golkar, Partai Per-
s a tu  an  Pembangunan 
(PPP), dan Partai Amanat 
Nasional (PAN).

Kemudian, koalisi Par-
tai Gerindra dan Partai Ke-
bangkitan Bangsa (PKB). 
Namun, dua koalisi tersebut 
juga belum mendeklarasi-
kan paslon capres-cawapres 
yang bakal diusung.  mei

Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, 
PKS: Pekerjaan Rumah Harus Tuntas Dulu
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Sandiaga Uno: Keputusan Pak Prabowo 
akan Menjadi Panutan Diri Saya Melangkah
Sandiaga Uno menegaskan, keputusan  
soal capres dan cawapres  ada di tangan 
Prabowo. Sandiaga mengatakan patuh 
atasan putusan Ketum Gerindra.

PPP, Jakarta usai acara, Senin 
(31/10).

Kendati demikian, Arsul 
menegaskan bahwa hal itu 
belum menjadi keputusan 
mu tlak PPP dalam pencapre-
san. Namun, ia menyatakan 
bahwa nama-nama itu adalah 

usulan dari organisasi partai 
tingkat wilayah. “Seperti yang 
sudah saya sampaikan, PPP itu 
berancar-ancar nanti di awal 
2023 baru akan memutuskan 
melalui forum yang disebut 
dengan musyawarah kerja na-
sional,” ujar Arsul.  mei

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua Dewan Pembina Par-
tai Gerindra Sandiaga Uno 
mene gaskan bakal taat se-
pe nuhnya pada keputusan 
par tai politik, dalam hal ini 
Ke tua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto, mengenai 
pencapres an. 

Pernyataan ini disampai-
kan Sandiaga merespons mun-
culnya dukungan kepadanya 
untuk menjadi calon presiden 
(capres) maupun calon wakil 
presiden (cawapres) dalam 
beberapa waktu terakhir. 

Berita terbaru, Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP) 
dalam salah satu acara  meng-
aku menerima usulan dari 
tingkat wilayah untuk meng-
usung Sandi sebagai capres 
atau cawapres. 

“Saya ini kader beliau, 
kader Pak Prabowo dan ten-
tunya keputusan Pak Prabowo 

yang akan menjadi panutan diri 
saya melangkah dalam politik 
ini,” kata Sandi ditemui di Kan-
tor DPP PPP, Jakarta, Senin 
(31/10).

Oleh karena itu, Sandi 
mengaku bakal  ber temu 
Prabowo dalam waktu dekat. 
Adapun pertemuan itu untuk 
melaporkan terkait namanya 
yang masuk jajaran bursa ca-
pres-cawapres. 

“Saya akan terus mela-
porkan kepada Pak Prabowo 
di mana beliau adalah ketua 
umum, di mana saya sebagai 
kader,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Sandi juga 
mengingatkan bahwa terkait 
pencapresan adalah domain 
dari partai politik. Sandiaga  
mengaku belum terpikirkan 
soal pencapresan. Keputusan 
itu ditegaskannya kembali 
menjadi kewenangan Prabowo. 

Namun, mantan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta itu 
tetap menghormati apa pun 
suara-suara dari partai politik 
lain terhadapnya.

“Ini mungkin untuk me-
ne gaskan bahwa domain pa-
sangan calon, karena saya 
mengikuti 2017-2019 adalah 
hak dan domain parpol. Dan 
di sini tentunya pak Arsul 
dan pimpinan yang akan 
menentukan, saya apresiasi,” 
katanya. 

“Diundang ke sini saja saya 
sangat berterima kasih untuk 
memberikan suatu pencerahan 
mengenai peran perempuan 
dalam kebangkitan ekonomi 
kita,” kata Sandi menambah-
kan. 

Sebelumnya, Wakil Ketua 
Umum PPP Arsul Sani, me-
nyatakan bahwa partainya 
mengakui nama Sandiaga Uno 
masuk bursa capres-cawapres 
yang didukung. 

“Kami mendengarkan 
yang di DPP ini suara dari 
bawah. Nah sejauh ini Pak 
Sandi, Pak Ganjar, Pak Anies, 
Pak Erick dan Plt ketua umum 
(PPP) itu adalah nama-nama 
yang kami terima,” kata Ar-
sul ditemui di Kantor DPP 

MENPORA LAPORKAN
KEGIATAN

KE PRESIDEN
Menpora Zainudin 
Amali memberikan ke-
terangan pers usai ber-
temu dengan Pre siden 
Joko Widodo, di Kom-
pleks Istana Kepresi-
denan Jakarta, Selasa 
(1/11).  Kepada Pre-
siden, Menpora Zainu-
din Amali  melaporkan 
beberapa kegiatan, 
mulai dari pelaksanaan 
Hari Sumpah Pemuda 
di IKN (Ibu Kota Nusan-
tara) hingga persiapan 
Papua se bagai provinsi 
olahraga.

JAKARTA (IM) - Jo-
han Budi SP dicopot dari 
dari jabatan Wakil Ketua 
Badan Urusan Rumah Tang-
ga (BURT) DPR. Kemu-
dian, Fraksi PDI Perjuangan 
(PDIP) mengangkat Dede 
Indra Permana sebagai peng-
ganti Johan Budi. 

Pelantikan Pimpinan 
BURT DPR dilakukan pada 
Senin (/11) pagi.

“Iya pak Johan Budi di 
ganti pak Dede Indra Perma-
na,” kata Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) DPR Indra Iskandar 
kepada wartawan di Jakarta, 
Selasa (1/11).

Sebagai informasi, Johan 
Budi dilantik sebagai Wakil 
Ketua BURT DPR pada 7 
Februari 2022 lalu menggan-
tikan Evita Nursanty.

Sebelum penggantian ini, 
Johan Budi menjadi salah satu 
kader PDIP yang mendapat-
kan teguran keras dari Badan 

Kehormatan Partai PDIP 
karena menggagas Dewan 
Kolonel guna mendukung 
Puan Maharani sebagai kan-
didat calon presiden (capres).

Dewan Kolonel adalah 
kader PDI-P yang meru-
pakan anggota DPR dan 
menyatakan diri mendukung 
Puan Maharani sebagai calon 
presiden (capres). “Supaya 
sama dengan juga yang kami 
jatuhkan sanksi kepada te-
man-teman yang menamakan 
diri sebagai Dewan Kolonel,” 
kata Ketua Bidang Kehor-
matan DPP PDI-P Komaru-
din Watubun di Kantor DPP 
PDI-P Jalan Diponegoro, 
Jakarta, Senin (24/10) lalu.

 “Antara lain Pak Trime-
dya Panjaitan, kemudian Pak 
Johan Budi, Masinton, Pak 
Prof  Hendrawan,” ujar dia.

Hingga kini, belum dike-
tahui apa alasan Johan Budi 
digantikan.  han

Johan Budi Dicopot dari Posisi 
Wakil Ketua BURT DPR

JAKARTA (IM) - Ketua 
Relawan Ganjar Pranowo Ma-
nia (GP Mania) Immanuel 
Ebenezer atau biasa dipanggil 
Noel menyebut, relawan Gan-
jar yang mendoakan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) menjadi 
Ketua Umum PDI-P sebagai 
relawan siluman. 

Noel menegaskan, relawan 
Koalisi Aktivis dan Milenial In-
donesia untuk Ganjar Pranowo 
tidak termasuk ke dalam rela-
wan Ganjar. 

“Itu bukan relawan dia. Itu 
relawan siluman,” ujar Noel 
saat dihubungi, Selasa (1/11).

Noel menyampaikan, pi-
haknya tidak mengenal siapa 
saja yang tergabung dalam 
Koalisi Aktivis dan Mile-
nial Indonesia untuk Ganjar 

Pranowo itu. Menurutnya, 
relawan tersebut berisi orang-
orang liar. 

“Orang ini kan liar ini. 
Makanya kita bilang relawan 
siluman. Kalau Mas Ganjar 
bilang kan relawan abal-abal,” 
katanya.

 “Kita khawatirkan ini 
relawan-relawan siluman ini. 
Datang, tiba-tiba bikin rela-
wan Ganjar atas nama Ganjar, 
bikin statement yang ngawur-
ngawur. Itu kan merusak,” 
ucap Noel.

Ia menegaskan, doa rela-
wan yang mengatasnamakan 
Ganjar supaya Jokowi jadi Ke-
tum PDI-P bukan pandangan 
resmi relawan Ganjar. Relawan 
Ganjar, kata dia, tidak mengu-
rus persoalan partai. 

“Relawan Ganjar  i tu 
hanya fokus soal bagaimana 
pemenangan Mas Ganjar. Ti-
dak pada persoalan-persoalan 
internal partai PDI-P. Itu bu-
kan domainnya,” ujarnya.

 Untuk GP Mania, kata dia, 
mereka selalu bersikap tertib 
sedari awal. Adapun Ganjar 
Pranowo menanggapi isu diu-
sulkannya Presiden Jokowi 
menjadi Ketua Umum PDI-P. 
Ganjar Pranowo dengan tegas 
membantah hal tersebut. 

Ganjar mengatakan, PDI-
P memiliki aturan sendiri ter-
kait ketua umum. 

“Enggak boleh, semua 
harus tertib. Semua tertib, 
PDI Perjuangan punya aturan 
sendiri soal itu,” ujar Ganjar, 
Senin (31/10).  han

Doakan Jokowi Jadi Ketum PDI-P 
GP Mania: Relawan Siluman Itu

JAKARTA (IM) - Tim 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menggeledah 
ruangan Hakim Agung Pim 
Haryadi dan Hakim Agung 
Sri Murwahyuni di Gedung 
Mahkamah Agung pada Se-
lasa (1/11).

Kepala Bagian Pemberi-
taan KPK Ali Fikri menga-
takan, hingga pukul 12.30 
WIB, penggeledahan masih 
berlangsung.

“Sejauh ini masih ber-
langsung,” kata Ali dalam 
pesan tertulisnya kepada war-
tawan, Senin (1/11).

Ali mengatakan, upaya 
paksa ini dilakukan untuk 
mengumpulkan dan meleng-
kapi barang bukti penyidikan. 
KPK akan mengumumkan 
informasi lebih lanjut terse-
but saat operasi penggeleda-
han telah selesai. 

Sebelumnya, KPK mene-
tapkan Hakim Agung Sudra-
jad Dimyati, Hakim Yustisial 
Elly Tri Pangestu, dan sejum-
lah pegawai negeri sipil (PNS) 
di Mahkamah Agung sebagai 
tersangka. Beberapa dari 
mereka terjaring dalam ope-
rasi tangkap tangan (OTT) 
pada September lalu.

Mereka diduga menerima 

suap terkait pengurusan kasa-
si Koperasi Simpan Pinjam 
Intidana di MA. Semen-
tara itu, Sudrajad Dimyati 
me nyerahkan diri ke KPK 
satu hari berikutnya setelah 
ditetapkan sebagai tersangka. 

Dalam perkara ini, 10 
orang yang ditetapkan seba-
gai tersangka, yaitu Hakim 
Agung  Sudrajad Dimyati,  
Elly Tri Pangesti merupakan 
panitera pengganti MA. Ke-
mudian  dua PNS kepanite-
raan MA, ayitu   Desy Yustria 
dan Muhajir Habibie, serta 
PNS MA Albasri dan Nur-
yanto Akmal. Mereka ditetap-
kan sebagai penerima suap. 

Sementara itu, tersang-
ka pemberi suapnya adalah 
Yosep Parera dan Eko Su-
parno selaku advokat, serta 
Heryanto dan Ivan Dwi Ku-
suma Sujanto selaku Debitur 
Kope rasi Simpan Pinjam 
Intidana (ID). 

Dalam proses penyi-
dikan perkara ini, KPK telah 
memeriksa sejumlah saksi, 
di antaranya Hakim Agung 
Gazalba Saleh dan Sekre-
taris MA Hasan Hasbi. Selain 
mereka, sejumlah staf  dan 
bawahan Sudrajad Dimyati 
juga diperiksa.  han

Ruangan Hakim Agung Pim Haryadi 
dan Sri Murwahyuni Digeledah Tim KPK

PENGUMUMAN  
Dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Inspirasi 
Cemerlang Indonesia tertanggal 01 November 2022, Nomor 02, dibuat di hadapan 

di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diputuskan untuk membubarkan 
PT INSPIRASI CEMERLANG INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara 
(“Perseroan”) dan untuk pemberesan hak-hak dan kewajiban-kewajiban telah 

Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 147 dan 

yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap segera membereskan 
tagihan kepada Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 

Jakarta, 02 November 2022
Direksi

PENGUMUMAN
Berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA 
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA   
PT. CAHAYA TRAKINDO GRAPHIA, 
berkedudukan di Jakarta Utara,  telah diambil 
keputusan untuk menurunkan Modal Dasar 
dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) 
menjadi modal dasar berjumlah 
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan 
modal setor dari Rp.600.000.000,- (enam ratus 
juta Rupiah) menjadi modal setor berjumlah 
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta 
Rupiah), menunjuk kepada Pasal 44 (2) 
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, maka bagi   
para yang berkepentingan/para Kreditur dan 
mempunyai keberatan atas hal tersebut, harap 
mengajukan keberatan secara tertulis dengan 
bukti pendukung yang sah paling lambat 60 
hari terhitung dari tanggal pengumuman ini ke 
alamat :

Jl. Kebon Bawang VII, RT.019/RW.001
Kebon Bawang, Tanjung Priok

Jakarta Utara
Jakarta, 31 Oktober 2022

Direksi
PT. CAHAYA TRAKINDO GRAPHIA

  

PENGUMUMAN
Berdasarkan NOTULEN BERITA ACARA 
RAPAT PEMBINA YAYASAN BAIKHATI 
PEDULI INDONESIA, berkedudukan di 
Jakarta Selatan, telah dibubarkan terhitung 
sejak tanggal 25 Oktober 2022.

Kepada pihak ketiga diberikan kesempatan 
mengajukan keberatan kepada kami dalam 
waktu 7 (tujuh) hari sejak pengumuman ini   
di muat dalam Surat Kabar.

ttd
Pembina

YAYASAN BAIKHATI PEDULI INDONESIA

JAKARTA (IM) - Tim 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) telah meram-
pungkan surat dakwaan untuk 
dua terdakwa penyuap pejabat 
Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Pajak. 

Kedua terdakwa adalah 
Kuasa Wajib Pajak PT Bank 
Panin, Veronika Lindawati 
(VL) dan Konsultan Pajak 
PT Jhonlin Baratama, Agus 
Susetyo (AS).

Setelah surtat dakwaan 
rampung, Tim jaksa KPK me-
limpahkan surat dakwaan seka-
ligus berkas perkara keduanya 
ke Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) pada Peng-
adilan Negeri Jakarta Pusat. 
Dengan demikian, Agus Su-
setyo dan Veronika Lindawati 
akan segera disidang di Peng-
adilan Tipikor Jakarta.

“Jaksa KPK Yoga Pratomo 
telah selesai melimpahkan ber-
kas perkara dan surat dakwaan 
terdakwa Agus Susetyo dan 
terdakwa Veronika Lindawati 
ke Pengadilan Tipikor pada 
PN Jakarta Pusat,” kata Kabag 
Pemberitaan KPK, Ali Fikri 
melalui pesan singkat kepada 
wartawan, Selasa (1/11).

Saat ini, Pengadilan Tipikor 
Jakarta memiliki wewenang 
terkait dengan penahanan 
kedua terdakwa tersebut. Se-
mentara itu, tim jaksa tinggal 
menunggu penetapan majelis 
hakim dan jadwal sidang per-
dana untuk Agus Susetyo serta 
Veronika Lindawati dari PN 
Jakpus.

“Tim jaksa masih akan 
menunggu di terbitkannya 
penetapan penunjukan majelis 
hakim dan penetapan hari 
sidang dengan jadwal pertama 
pembacaan surat dakwaan,” 
katanya.

Terkait kasus ini  KPK 
telah menetapkan delapan 
tersangka terkait kasus suap 
pemeriksaan perpajakan tahun 
2016 dan 2017 yang menyeret 
tiga perusahaan besar. Mere-
ka yakni, mantan Direktur 
Pemeriksaan dan Penagihan 
Ditjen Pajak, Angin Prayitno 
Aji (APA), serta bekas Kepala 
Sub Kerja Sama dan Dukung-
an Pemeriksaan Ditjen Pajak, 
Dadan Ramdani (DR).

Kemudian, tiga konsultan 
pajak Ryan Ahmad Ronas 
(RAR); Aulia Imran Maghribi 
(AIM); dan Agus Susetyo (AS); 

serta seorang kuasa wajib pa-
jak, Veronika Lindawati (VL). 
Selanjutnya, mantan Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Bantaeng, Sulawesi Selatan, 
Wawan Ridwan (WR) dan eks 
Fungsional Pemeriksa Pajak 
pada Kanwil DJP Jawa Barat 
II, Alfred Simanjuntak (AS).

Empat pejabat pajak yakni, 
Angin Prayitno Aji; Dadan 
Ramdani; Wawan Ridwan; dan 
Alfred Simanjuntak ditetapkan 
sebagai tersangka penerima 
suap. Sedangkan tiga konsultan 
serta satu kuasa wajib pajak 
merupakan pihak pemberi suap.

Angin Prayitno bersama 
Dadan Ramdani dan sejumlah 
anak buahnya diduga telah 
menyalahgunakan kewenang-
annya melakukan pemeriksaan 
pajak tidak sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang 
berlaku. Mereka diduga meng-
akomodir jumlah pembayaran 
pajak sesuai keinginan para 
wajib pajak.

Karena berhasil meng-
akomodir keinginan para wajib 
pajak, Angin, Dadan, Wawan, 
dan oknum pegawai pajak 
lainnya diduga telah meneri-
ma sejumlah uang. Adapun, 
rincian uang yang diterima para 
pegawai pajak yakni, sebesar 
Rp15 miliar dari Konsultan 
Pajak Ryan Ahmad Ronas dan 
Aulia Imran Maghribi yang 
mewakili PT Gunung Madu 
Plantations (PT GMP), pada 
Januari - Februari 2019.

Selanjutnya, para oknum 
pejabat pajak diduga juga 
menerima uang sebesar 500 
dolar Singapura dari kuasa 
wajib pajak sekaligus pe tinggi 
PT Bank Panin, Veronika 
Lindawati, pada pertengahan 
2018. Uang 500 dolar Singa-
pura yang diduga diterima An-
gin dan Dadan itu merupakan 
fee dari total komitmen awal 
sebesar Rp25 miliar.

Terakhir, Angin dan Dadan 
disebut telah meneri ma uang 
dengan nilai total sebesar 3 
juta dolar Singapura dari Agus 
Susetyo selaku perwakilan atau 
konsultan pajak PT Jhonlin 
Baratama yang merupakan pe-
rusahaan Haji Isam. Uang itu 
diterima Angin, Dadan, dan para 
oknum pegawai pajak lainnya 
pada Juli - September 2019. Saat 
ini, tinggal Veronika Lindawati 
dan Agus Susetyo yang akan 
menjalani proses persidangan. 
Sementara para tersangka lain-
nya telah divonis bersalah atas 
perkara ini. Para tersangka di-
nyatakan bersalah dan dijatuhi 
hukuman pidana penjara yang 
berbeda-beda.  han

KPK Limpahkan Berkas Perkara 
Dua Penyuap Pejabat Pajak ke Pengadilan


